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LAMPIRAN XXI

PERATURAN WALIKOTA PASURUAN
NOMOR 36 TAHUN 2022

TENTANG

KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH
DAERAH

KEBIJAKAN AKUNTANSI BELANJA

A. UMUM
Tujuan

1. Tujuan kebijakan akuntansi belanja mengatur perlakuan
akuntansi atas belanja yang meliputi pengakuan, pengukuran,
penyajian dan pengungkapannya dalam penyusunan Laporan
Keuangan pemerintah daerah.

Ruang Lingkup

2. Kebijakan ini diterapkan dalam akuntansi belanja yang disusun
dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis kas.

3. Pernyataan kebijakan ini berlaku untuk entitas akuntansi dan
entitas pelaporan pada Pemerintah Kota Pasuruan yang
memperoleh anggaran berdasarkan APBD, Non-APBD termasuk di
dalamnya belanja yang bersumber dari dana Bantuan Operasional
Sekolah, Dana Kapitasi JKN, termasuk BLUD dan belanja lainnya
yang dikeluarkan oleh SKPD, Unit SKPD, Cabang Dinas/UPT dan
Unit Bersifat Khusus tetapi tidak termasuk perusahaan daerah.

4. Dalam hal tidak ada peraturan lain yang mengatur belanja-belanja
tersebut diatas, maka yang digunakan adalah Peraturan Kepala
Daerah tentang Kebijakan Akuntansi.

Definisi

S. Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum
Daerah dan Bendahara Pengeluaran yang mengurangi Saldo
Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang
tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

6. Belanja merupakan unsur/ komponen penyusunan Laporan
Realisasi Anggaran (LRA).

7. Belanja terdiri dari belanja operasi, belanja modal, dan belanja tak
terduga, serta belanja transfer.

8. Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan
sehari-hari yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi
antara lain meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa,
belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, dan belanja bantuan
sosial.

9. Belanja Pegawai merupakan kompensasi terhadap pegawai baik
dalam bentuk uang atau barang, yang harus dibayarkan kepada
pejabat negara, pegawai negeri sipil, dan pegawai yang
dipekerjakan oleh pemerintah daerah yang belum berstatus PNS
sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali
pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

-287-

Belanja barang dan jasa adalah pengeluaran anggaran untuk
pengadaan barang dan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12
(dua belas) bulan dalam melaksanakan program dan kegiatan
pemerintahan.

Belanja Pemeliharaan adalah pengeluaran yang dimaksudkan
untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah
ada ke dalam kondisi normal tanpa memperhatikan besar kecilnya
jumlah belanja. Belanja Pemeliharaan meliputi antara lain
pemeliharaan tanah, pemeliharaan gedung dan bangunan kantor,
rumah dinas, kendaraan bermotor dinas, perbaikan peralatan dan
sarana gedung, jalan, jaringan irigasi, peralatan mesin, dan lain-
lain sarana yang berhubungan dengan penyelenggaraan
pemerintahan.

Belanja Perjalanan Dinas merupakan pengeluaran yang dilakukan
untuk membiayai perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan
tugas, fungsi, dan jabatan.

Belanja Bunga merupakan pengeluaran anggaran untuk
pembayaran bunga (interest) yang dilakukan atas kewajiban
penggunaan pokok utang (principal outstanding) termasuk beban
pembayaran biaya-biaya yang terkait dengan pinjaman dan hibah
yang diterima pemerintah daerah seperti biaya commitment fee dan
biaya denda.

Belanja Subsidi merupakan pengeluaran atau alokasi anggaran
yang diberikan pemerintah daerah kepada perusahaan/lembaga
tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat
terjangkau oleh masyarakat.

Belanja Hibah merupakan pengeluaran anggaran dalam bentuk
uang, barang, atau jasa kepada pemerintah, pemerintah daerah
lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi
kemasyarakatan, yang bersifat tidak wajib dan tidak mengikat.

Belanja Bantuan Sosial merupakan pengeluaran anggaran dalam
bentuk uang atau barang yang diberikan kepada individu,
keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak
secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk
melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset
tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu
periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja
modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan,
dan aset tak berwujud.

Nilai yang dianggarkan dalam belanja modal sebesar harga
beli/bangunan aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan
pengadaan/pembangunan aset sampai aset tersebut siap
digunakan.

Belanja Tak Terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan
yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti
penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran
tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka
penyelenggaraan kewenangan pemerintah daerah.
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19. Belanja Transfer adalah belanja berupa pengeluaran uang atau
kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada
suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan
perundang-undangan.

Klasifikasi

20. Belanja daerah diklasifikasikan menurut:

a. Klasifikasi organisasi, yaitu mengelompokkan belanja
berdasarkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pengguna
Anggaran;

b. Klasifikasi ekonomi, yaitu mengelompokkan  belanja
berdasarkan jenis belanja untuk melaksanakan suatu
aktivitas.

Belanja menurut klasifikasi ekonomi secara terinci ada dalam
Bagan Akun Standar.

B. PENGAKUAN

21.

22.

23.

24.

25.

Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas
Umum Daerah (RKUD) untuk seluruh transaksi di OPD dan PPKD
setelah dilakukan pengesahan definitif oleh fungsi BUD untuk
masing-masing transaksi yang terjadi di OPD dan PPKD.

Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran
pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas
pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi
perbendaharaan dengan terbitnya SP2D GU atau SP2D Nihil.

Pengeluaran Kas yang digunakan Organisasi Perangkat Daerah
(OPD) tanpa melalui pengesahan oleh unit yang mempunyai fungsi
perbendaharaan.

Dalam hal Badan Layanan Umum/Badan Layanan Umum Daerah
(BLUD), belanja diakui dengan mengacu pada peraturan
perundangan yang mengatur mengenai badan layanan
umum/badan layanan umum daerah.

Pengeluaran Kas melalui Bendahara Pengeluaran dalam lingkup
Pemerintah Kota Pasuruan yang bersumber dari Dana Non-APBD,
termasuk didalamnya Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS),
Dana Kapitasi JKN, BLUD maupun sumber dana lainya diakui
setelah dicantumkan dalam dokumen APBD baik Perda APBD
maupun Perbup Penjabaran APBD. Realisasi belanja tersebut
diakui setelah adanya pengesahan dari BUD berupa terbitnya
Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP2B).

C. PENGUKURAN

26.

27.

28.

Belanja diukur berdasarkan realisasi belanja menurut klasifikasi
yang telah ditetapkan dalam dokumen anggaran.

Pengukuran belanja dilaksanakan berdasarkan azas bruto dan
diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum
dalam dokumen pengeluaran yang sah.

Penerimaan kembali belanja yang terjadi pada periode pengeluaran
belanja dibukukan sebagai pengurang belanja pada periode yang
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sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, pengembalian
tersebut dibukukan sebagai pendapatan-LRA dalam pos
pendapatan lain-lain-LRA.

Belanja diukur dan disajikan dalam mata uang rupiah. Apabila
pengeluaran kas atas belanja dalam mata uang asing, maka
pengeluaran tersebut dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang
rupiah. Penjabaran mata uang asing tersebut menggunakan kurs
tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.

D. PENYAJIAN

30.

31.

32.

33.

Realisasi belanja dilaporkan sesuai dengan klasifikasi yang
ditetapkan dalam dokumen pelaksanaan anggaran.

Karena adanya perbedaan klasifikasi menurut peraturan
perundangan tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dengan yang
tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010,
maka entitas akuntansi dan pelaporan harus membuat konversi
untuk klasifikasi belanja yang akan dilaporkan dalam laporan
muka laporan realisasi anggaran (LRA).

Setelah dilakukan konversi maka klasifikasi berdasarkan pada
klasifikasi ekonomi (jenis belanja), organisasi, dan fungsi.

Belanja disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) sesuai
dengan klasifikasi ekonomi, yaitu:

a. Belanja Operasi;
b. Belanja Modal;
c. Belanja Tak Terduga.

dan dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

E. PENGUNGKAPAN

34.

Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan belanja
antara lain:

a. Pengeluaran belanja tahun berkenaan setelah tanggal
berakhirnya tahun anggaran.

b. Penjelasan belanja sesuai dengan klasifikasi ekonomi;
Rincian belanja per OPD;

Penjelasan atas unsur-unsur belanja yang disajikan dalam
laporan keuangan lembar muka;

e. Penjelasan mengenai belanja yang digunakan tanpa melalui
mekanisme anggaran/APBD;

f. Penjelasan sebab-sebab tidak terserapnya target realisasi
belanja daerah.

g. Referensi silang antar akun Dbelanja modal dengan
penambahan aset tetap
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Konversi yang dilakukan akibat perbedaan klasifikasi belanja
yang didasarkan pada peraturan perundangan tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan yang didasarkan pada
Peraturan Pemerintsh Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan.

Penjelsan kejadian luar biasa dan informasi lainnya yang
diperlukan.
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